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Pelayanan terpadu seperti apa yang
cocok di Indonesia?

Waktu saya ke Brasil, pelayanan ter-
padu pelaporan kerban kekera:
sual benar-benar berimplamenta;
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Restitusi juga menjadi hal baru dalam
aturan ini, bagaimana penerapan se-
lama ini? Apakah ke depan akan mem-
berikan jaminan kepada korban?

Terkait dengan restitusi merupakan hal
vang paling suzah didapatkan cleh kor-
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Satu alat bukti kini bisa memidana-
kan seseorang, apakah ini akan mem-
buat banyak korhan kekerasan seksual
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Bagaimana sosialisasi pada aparat
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Kemudian terkait dengan aborsi dan
pemaksaan pelacuran yang di-cxclude
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BAGAIMANA posisi korban dalam
ULl TPKS ini apakah sudah sangat
terlindungi dan terjamin aman?
Lalu, hagaimana dengan posisi pe-
laku?

UL TPES lahir berdasarkan peng
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UL TPKS juga mengatur perihal
revenge parn. Apakah selama ini
hanyak kasus yang terjadi?
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aborsi dan pemaksaan pelacuran
seharusnya diatur di mana?
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Apakah pihak kepolisian, hakim,
dan penegak hukum lainnya sudah
memiliki kapasitas untuk kasus
kekerasan seksual ini? Hal apa saja
vang perlu diperbaiki?
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